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PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-
perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut
dalam permohonan atas nama Pemohon:

PARLINDUNGAN SIBARANI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir

KP. Merah Putih, Tanggal Lahir 12 Mei
1956, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Agama Kristen, Kewarganegaraan
Indonesia, Beralamat di Jalan Permata
Biru Nomor 18 Kelurahan Bah Kapul
Kecamatan Siantar Sitalasari Kota
Pematang Siantar Propinsi Sumatera
Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada Nobel L. P. Sieregar, S.H.,,
Advokat berkantor di Surya Ujung
Kompleks Bl Nomor 17 Kelurahan Bukit
Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota
Pematang Siantar Propinsi Sumatera
Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 April 2023, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 12 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Pms,
tanggal 13 April 2023;
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Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa
Pemohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi telah menyampaikan
pencabutan permohonannya dengan surat tanggal 17 April 2023 perihal
pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon
tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku (vide pasal 271 jo. pasal 272 Rv), maka permohonan
pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut
dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
Pematang Siantar untuk mencoret register perkara perdata Nomor
52/Pdt.P/2023/PN Pms yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk
kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan
ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de
Rechtsvordering (Rv) dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang
bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar
atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor
52/Pdt.P/2023/PN Pms dari daftar register perkara perdata permohonan
yang sedang berjalan;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh
Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri
Pematang Siantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh
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Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti, dan dan telah dikirim secara

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti Hakim

Sinta Roida Ritonga, S.H. Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses : Rp 70.000,00
PNBP Permohonan : Rp 30.000,00
PNBP Panggilan Sidang : Rp 10.000,00
Materai : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)
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